PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1977
TENTANG

PENY ESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA

Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berhubung dengan adanya perbaikan gaji/gaji kehormatan
Pgjabat Negara yang mulai berlaku sgjak 1 April 1977, maka
terdapat perbedaan pensiun pokok antara Pejabat Negara yang
dipensiunkan sgjak 1 April 1977 dan yang dipensiunkan sebelumnya;

. bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan Negara, maka

penyesuaian pensiun pokok bagi bekas Pegabat Negara yang
dipensiunkan sebelum 1 April 1977, diadakan secara bertahap;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian

Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 36), sebagaimana telah ditambah dan
diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1971 (Lembaran
Negara Tahun 1971 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2973);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

4. Peraturan ...
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pemberian

Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Y ang
Telah Meletakkan Jabatannya (Lembaran Negara Tahun 1951

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 96);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan

Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837)
sebagaimana telah beberapa kali ditambah dan diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 (Lembaran
Negara Tahun 1977 Nomor 14);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 tentang Tunjangan

Penghargaan Bagi Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota
Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 20);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji

Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 18), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PENYESUAIAN
PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
a. bekas Pejabat Negaraadalah :
1. bekas Menteri Negara Republik Indonesia;

2. bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Dewan
Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan
Perwakilan Rakyat;

3. bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, bekas Ketua Muda, dan bekas
Hakim Anggota Mahkamah Agung.

b. pensiun adalah tunjangan yang bersifat pensiun atau tunjangan

penghargaan bagi bekas Pejabat Negara.

Pasal 2

(1) Dasar pensiun bagi bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang
meletakkan jabatannya sgjak 1 Januari 1977 adalah gaji pokok
sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14)

(2) Dasar pensiun bagi bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas
Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa K euangan,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung serta bekas K etua
Muda Mahkamah Agung adalah gaji pokok sebagai tersebut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 15).

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Dasar pensiun bagi janda/duda atau anak yatim piatu bekas Pejabat
Negara adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Penyesuaian pensiun pokok bekas Pejabat Negara serta janda/duda dan
anak vyatim piatunya ditetapkan oleh Kepala Badan Admistrasi
Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Di atas pensiun pokok, kepada bekas Pejabat Negara serta janda/duda
dan anak yatim piatunya diberikan tunjangan pangan dan tunjangan lain
yang berlaku bagi pensiun Pegawal Negeri.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri
menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal 1 April 1977.

Agar ...
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Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatangga 1 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
padatangga 1 Maret 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONGO, SH.
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